B. Pengawasan Teknis, Dengan Fokus-Capaian standar pelayanan minimal dan
norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan didaerah
Kabupaten/Kota, meliputi:

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan prioritas:

1) pendidikan dasar;

2) pendidikan keseteraan; dan

3) pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan prioritas:

1) peningkatan kesehatan ibu dan anak; dan

2) peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS kesehatan dan
penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI)
melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat
(KIS).

¢. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
dengan prioritas:

1} pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;

2) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;

3) percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci
Tata Ruang Daerah;

4) percepatan pengintegrasian Kawasan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
dan/atau disusun dalam Peraturan Daerah tersendiri; dan

5) percepatan pengintegrasian Program Strategis Nasional ke dalam
Rencana Tata Ruang Daerah.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman, dengan prioritas:

1) peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program dan
kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi

2) pengentasan permukiman kumuh menjadi target dalam RKPD
Tahun 2018 dengan indikator jumlah rumah tangga yang
terfasilitasi;

3) penyusunan rencana penyediaan hunian layak; dan

4) penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan
kumubh.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
serta Perlindungan Masyarakat, dengan prioritas:
1) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
Kabupaten/Kota;

2) penguatan kelembagaan ketentraman, Kketertiban umum dan
perlindungan masyarakat Kabupaten/Kota;

3) pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat Kabupaten /Kota;

4) pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;

S5) penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

6) rencana penanggulangan bencana;

7) mitigasi/pencegahan bencana;

8) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran
dalam daerah kabupaten/kota; dan

9) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan prioritas:
1) penanganan korban NAPZA;
2) percepatan penanggulangan kemiskinan;



